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 PENETAPAN 

Nomor 56/Pdt.P/2018/PA.Ed. 

 بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara 

yang diajukan oleh: 

Lema, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Audoa, RT. 

05/RW. 03, Desa Kelisamba, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, sebagai 

Pemohon I; 

dan 

Soka, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Audoa, RT 

05/RW 03, Desa Kelisamba, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, sebagai 

Pemohon II;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; 

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-

bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya 

tertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Ende dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2018/PA.Ed, tanggal 08 

November 2018 dengan perbaikan, mengemukakan hal-hal yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

Dalam Posita: 

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah 

melangsungkan pernikahan secara syari’at islam pada tanggal 11 Agustus 

2009 di Desa Maubasa, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, dengan Wali 

Nasab yang diwakilkan kepada petugas PPPN yang bernama Yahya Nani, 

dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan ijab qabul antara 

Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang 

waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama  Husen 

Hasan dan Ridwan Hamza;  
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2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II 

berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 22 tahun 

dan Pemohon II berusia 22 tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang 

anak yang bernama Muhamad Faisal Jewa; 

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat  di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende; 

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan 

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan 

hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran 

Anak; 

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, 

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat 

dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik 

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap 

beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

8. Bahwa Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi 

sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: 

Pem.140/83/IX/DK/2036/2018 tanggal 12 September 2018. Oleh sebab itu, 

Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-

cuma (prodeo); 

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang 

sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa 

perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi 

sebagai berikut  

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
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2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2009 di Desa Maubasa, 

Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende adalah sah menurut Hukum Islam; 

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara; 

Subsidair: 

Atau menjatuhkan  penetapan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan 

Pemohon II tidak menghadap ke persidangan, sedangkan Para Pemohon telah 

dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabakan oleh 

suatu alasan yang sah; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon 

adalah sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan 

Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan dan Para 

Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadiran Para 

Pemohon tidak ada alasan yang sah. Oleh karena itu permohonan Para 

Pemohon patut untuk dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir maka Para 

Pemohon dinyatakan bebas biaya perkara; 

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta 

hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Menyatakan permohon Para Pemohon gugur; 

2. Membebaskan kepada Para Pemohon dari membayar biaya perkara; 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 M. 

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 H. yang terdiri dari Drs. M. 

Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan 

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. 

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan 
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dibantu oleh Muhamad Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan 

tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; 

 

 

Hakim  Anggota, 

 

 

 

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.  

 Ketua  Majelis, 

 

 

 

Drs. M. Agus Sofwan Hadi 

Hakim Anggota, 

 

 

 

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. 

  

 Panitera  Pengganti, 

 

 

 

Muhamad Nur Ratuloli, S.H. 

 

 

Perincian Biaya Perkara: 

- Nihil : Rp0,00 
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